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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124/PMK.05/2012
TENTANG
MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Dberdasarkan Grant Agreement Millennium
Challenge Compact between The United States of America
acting through the Millennium Challenge Corporation and
The Republic of Indonesia dengan nomor register
72200201, Millennium Challenge Corporation telah
menyepakati untuk  memberikan  hibah  kepada
Pemerintah Republik Indonesia;

b. bahwa agar pengelolaan dana hibah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara
tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab, perlu mengatur mengenai mekanisme
pengelolaan hibah dimaksud,;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Menteri Keuangan mempunyai wewenang untuk
mengatur mekanisme pengelolaan hibah Millennium
Challenge Corporation;
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Mengingat

d. bahwa terhadap kegiatan yang dibiayai dengan hibah

sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak seluruhnya
dapat diberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan
sesuai peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan dan kepabeanan, antara lain dengan
mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan,
Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka
Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan
Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001, serta peraturan
pelaksanaannya;

bahwa terhadap kegiatan yang dibiayai dengan hibah
Millennium Challenge Corporation yang tidak dapat
diberikan  fasilitas perpajakan dan  kepabeanan
sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu diberikan
penggantian atas pajak dan/atau bea masuk yang telah
dibayarkan sesuai dengan Annex VI  Program
Implementation Agreement-Grant Agreement Millennium
Challenge Compact between The United States of America
acting through the Millennium Challenge Corporation and
The Republic of Indonesia,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium
Challenge Corporation;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana
Perwalian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 109);

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005
tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,;
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007
tentang Bagan Akun Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011
tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011
tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011
tentang Sistem Akuntansi Hibah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME
PENGELOLAAN HIBAH MILLENNIUM CHALLENGE
CORPORATION.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Millennium Challenge Corporation Amerika Serikat yang selanjutnya
disingkat MCC adalah sebuah lembaga yang dibentuk Pemerintah
Amerika Serikat untuk menyalurkan hibah dengan misi mengurangi
kemiskinan global melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi yang

bekelanjutan.

2. Hibah Millenium Challenge Corporation yang selanjutnya disebut Hibah
MCC adalah hibah yang diberikan oleh MCC kepada Pemerintah
Indonesia berdasarkan Grant Agreement Millennium Challenge Compact
between The United States of America acting through the Millennium
Challenge Corporation and The Republic of Indonesia dengan Nomor
Register 72200201.
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12.

Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC adalah satuan kerja di Lingkungan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengelola dana Hibah
MCC.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang
selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan
tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut Bagian
Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang berfungsi sebagai
dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pendukung akuntansi
pemerintahan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang
memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional yang bertanggung jawab atas kebijakan
pengelolaan Hibah MCC.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk pada Satuan Kerja
Pengelola Hibah MCC yang penetapannya dilakukan oleh PA.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA
untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan
menerbitkan perintah pembayaran.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh PPK atas penyelesaian
tagihan kepada negara dan disampaikan kepada PPSPM.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
surat perintah yang diterbitkan oleh PPSPM untuk dan atas nama KPA
kepada KPPN berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran
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sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk dan atas beban bagian
anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah
surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara
Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN
berdasarkan SPM.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut
SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh
PA/KPA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.

Surat Ketetapan Penggantian di Bidang Pajak dan/atau Kepabeanan
yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat yang ditetapkan oleh
KPA sebagai dasar pembayaran penggantian di bidang pajak dan/atau
kepabeanan.

Kontraktor Utama adalah kontraktor, penyedia jasa, konsultan, dan
pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam
rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah yang dibiayai dengan dana
Hibah MCC.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.
b.
c.

(1)

Mekanisme pengalokasian pagu dalam RKA-K/L dan DIPA.
Mekanisme pelaksanaan belanja dan pengesahan Hibah MCC.

Mekanisme pembayaran penggantian di bidang pajak dan/atau
kepabeanan yang diberikan kepada pihak-pihak yang ikut serta dalam
pelaksanaan kegiatan Hibah MCC yang tidak mendapatkan fasilitas
perpajakan dan/atau kepabeanan sesuai ketentuan perundang-
undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan; dan

Pelaporan dan pertanggungjawaban.
BAB IlI
KARAKTERISTIK HIBAH MCC
Pasal 3
Hibah MCC memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. dialokasikan dalam RKA-K/L dan DIPA melalui mekanisme
perencanaan namun pelaksanaannya merupakan hibah langsung;

b. pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan langsung oleh
pemberi hibah; dan
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